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BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROPJN.Sl- Slil.AWE$l $'.l�AT�J· 

PERATURAN BtJPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR :Z; T.ABUI'f 2016 

TENTANG- 

PERCEP.ATAN PENANGGUi.Al'IGAN KEMISKJNAN 
BERBASIS DATA TERPADU 

- -- - - - 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIDENRENG· RAPPANG, 

a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi 
dernensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik 
yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan 
martabac tnaousi.a, maka penanggulangan kerniakirvan 
perlu kcterpaduan program dan mclibatkan partisipasi 
m-."°-vwr .. kat: . - .-...-.--J................ ' 

b. bahwa unruk mencapai target penurunan angka 
kemiskinan sebagaimana tercanturn dalam Rencana 
Pembangunan Jangka MeAengali Daerah K.at>upaten 
Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 mak.a perlu 
dilakukan, langkah-langkah strategis, dan terintegrasi. 
berbagai. program penangguiangan kemiskinan; 

c. bahwa untuk znengatasl .masalah kerniskinan 
aebagaimana dimaksud dalam huruf a clan mencapai 
target penurunan angka ke1uisk.inai1 sebagai mana 
dima:ksud- dalan.i- huruf b, perlu di.lakukan pert .. 't-"Patan 
penanggulangan kemiskinan: � - 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 
dalam 'huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupafi tcritang percepatan penanggulangan 
kerniskinan berbasis data terpadu. 

L Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat ll di Sulawesi 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tan,bahat1 Lembaran Negara Rl!pu.blik Indonesia 
Nomor 1822); 

') Undane-Undane Nr...-nr.'l" ')·c::; Tahun 2,;:\l'\.J.I, t°f'>nf-<!11'HJ Siste m """' ....,, · a..t1b- ..(.a. .... \.A...&.:h- , .,. .. ;' •• .., • .,I!,.., -- A ll.,IU;. �. vu.,. .:.-.,;,.. ............. 0 ....... v 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
�t::rimbangan Keua-ng;:in_ anta1�a P-eme-�·.i;utah Pu_s.a.L mm 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Norn-or 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



Menetapkan 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 
(Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lombaran Negara Nornor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang 
Ke-sejahlenian Sosial �Lembaga Negara Tab.un 2009 Nomor 
12, Tarnbaharr Lembaran Negara Nomor 4967}; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahuri 2014 
Nornur 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 

7. Peraturan Presider, Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Pcrcepatan penanggulangan Kemiskinan; 

8. Peraturan Men.teri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Dacrah Kabupaten Sidenreng R.appang Nomor 
26 T.ahun 2007 tentang Rencana Pembangunan .Jangka 
Parrjang Daerah Kaberpaten Sidenreng Rappang Tahun 
2005-2025; 

I 0. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 
6 Tahun 2014 ten tang· Rencana Pernbangunan Jangka 
Menengah Daeran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 
2014-2018� 

MEMUTUSKAN; 

PERATURAN BUPATI TEN'l'ANG PERCEPATAN 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH BERBASIS 
DATA TERPADU KABUPATEN SlDENRENG RAPP.ANG. 

BABI 
KETENTVJ\N UM]1M 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupatcn Sidenreng Rappang. 
2. Pemcrintah Daerah ada3<ih Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeroh yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Dacrah Kabupaten Sidenreng Rappang. 

5. Satuan. Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. 

6. Penanggulangan Kemiskinan adalah Kebijakan dan 
Program. Pt:merintah Pusat dan/atau Po::merinlah Oaerah 
yang dilakukan secara sistematis, terencana clan bersinergi 
dengnn dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi 
jumiah penducfuk miskin dalam. rarigka men ingkarknn 
derajat kesejahteraan ra kyat. 



7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah Kegiatan 
yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi clan Kabupaten, dunia usaha, serta masyarakat 
untuk meningkatkan kesejaht.eraan rnasyara.kat miskin 
melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, 
pemberdayuan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta 
program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan 
ek:onomi. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan untuk periode 5 Tahun. 

9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten 
Sidenreug Rappang, yang sclanjutnya disebut TKPK 
Kabupaten Side.nreng Rappang, adalah Wadah Koordinasi 
Lintas Scktor dan Lintas Pemangku Kepentingan untuk 
Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng 
Rappang, 

10.DaLa hasil Pernuktahiran Basis Data Terpadu yang 
selanjutnya disingkat PBDT adalah data masyarakat 
rniskin Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat oleh 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang pada 
tahun 2015 

BAB II 
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 
Asas 

Pasal 2 

Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan asas : 
a. Adil; 
b. Pernberdayaan; 
c. Partisipasi; 
d. 'Transparanei 
e. Akuntabilitas; 
f. Profesionalitas; dan 
g. Berkelanjutan. 

Bagian Kedua 
Tujuan 

Pasal 3 

Penanggulanaan Kemiskinan berli.ijuan untuk : 
a. Percepatan peningkatan derajat kehidupan masyarakat miskin; 
b. Percepatan penurunan jumlah masyarakat miskin; 
c. Mewnjudkan kondisi dan lingkungan ckonomi, politik, da:n sosial yang 

memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya 
dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara 
berkelanjutan; dun 

d. Memberikan rasa aman bagi kelompok ww-ga miskin. 



Bagian Ketiga 
Ruang Li.Dgkup 

Pasal 4 

(J l Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan yang diatur dalam Peraturan 
Bupati ini adalah kegiatan. Penanggulangan Kemiskinan dalam wilayah. 
Kabupaten Sidenreng Rappang. 

(2) Ru.ang lingkup penanggulangru:1· kerniskinan sebagairwu.rct: <limaksud pada ayat 
( 1) mcliputi : 
a. Hak dan kewajiban; 
b. Penyelenggaraan Penanggulangan Kemlskinan; 
c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 
d. Pernutakhiran Basis Data Tcrpadu; 
e. Pembiayaan; dan 
.f. Peran .serta pemangku kepentingan, 

BAB.Ill 
RAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 
Hak dan Kewajihan Warga Miskin 

Pasal 5 

Setiap warga miskin mempunyai hak meliputi : 
a. Hak alas terpenuhinya pangan: 
b. Hak atas pelay:anan kesehatan dan keluarga berencana; 
e. Hak -atas pdayanan pendidikan; 
d. Hak atas pekerjaan dan berusaha; 
e. Hak atas pcrnmahan yang layak hrmi; 
f. Hak atas air bersih, sanitasi dan Hngkungan hidup; 
g. Hak atas pelayanan adrniniatrasi kependudukan; 
h. Bak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial budaya dan politik. 

Pasal 6 

Warga miskin berkewajiban dalam: 
a. Memberdayakan diri dan mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya 

uniuk memerruhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5; 
b. Berperan aktif dalam upaya Penan-ggula:ngaxi Kemiskinan baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan, maupun pcngawasan dan pengendalian; 
c. Rumah tangga berkewajiben . melakukan upaya secara maksimal untuk 

memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan anggota 
keluarganya; dan 

-d. Dalam mernerruhi h:-ik rl:::is,:irny� wa:rga niiskin berke-wajiban mentantl normu, 
etika dan peraturan pernndangan yang berlaku. 

Ba:gian Kedua 
Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat 

daft Pelan Usaha 

Pasal 7 

(1) Dalarn upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah berkewajihan, don 
bertanggung jawab: 
a. Mengupayakan terpenuhinya hak warga mi-skin sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 5; dan 



b. Merencanakan, rnclaksanakan, mcngawasi clan mengendalikan program 
penanggulangan kerniskinan. 

(2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rnenyediakan 
anggaran yang diseeuaikan dengan kcmampuan keuangan dan sumber daya 
yang <limiliki pernerintah daerah, 

{3} Upaya µemer,ntah daerah sebagaimana dimaksud pada aya\. ll) dan ayat {2}, 
diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan 
berkelanjutan. - · 

Pasal 8 

Dal.am penanggulangan kezniskinan, masyarakat dan pelaku usaha di Daerah 
berkewajiban: 
a. Turut serta bcrtanggungjawab terha.dap pernenuhan hak warga miskin 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5; dan 
b. Berpartisipasi dalam peningkatan kesejahtcraan dan kepedulian tcrhadap war�a 

miskin di daerah. 

BABIV 
PENY.ELENGGAR.AAN PENANGGULANGAN KEMJ&KINAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 9 

Pcmyelenggaraan penanggulangan kamiskinan terdiri dari: 
a. Perencanaan; 
b. Pelaksanaan; dan 
c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi. 

Bagiaa Kedua 
Pe.re-ncanaan 

Palilal 10 

Perencanaan penanggulangan kemiskinan tcrdiri dari: 
a. Penentuan sasaran; 
b. Penyusunan strategi pcnanggulangan kemiskinan; dan 
c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan. 

Paragn1f 1 
Penetapan Sasaran 

Pasal 11 

( 1) Pcnentuan sasaran program penanggulangan kerniskinan dilakukan melalui 
tahapan : 
a. SKPD terkait mcngidentifikasi l?BDT untuk mengetahui daftar nama 

masyarakat miskin yang akan menerima manfaat program penanggulangan 
kerniskinan 

b. Idcntifikasi -dilakukan untuk mengetahui latar belaka.ng dan kondisi 
penyebab kemiakinan, masyarakat, sebagaimana yang l�n.:antu.m_ dalam PBDT 

c. SKPD terkait rnelakukan verifikaai atau pencocokan hasil idcntifikasi dengan 
kondisi riil masyarakat di lapangan. 



d. Verifikasi atau pencocokan dilakukan untuk mengetahui koridisi terkini di 
Iapangan mengenai pgoT meneakup misalnya perkembangan jumlah 
anggot.a keluarga, bagaimana kondisi. rumah clan lingkungannya, status 
pekerjaan, apakah rurnah tangga dimaksud masih ada dan berdornisili di 
wilayah tersebut dan hal -hal lain yang dibutuhkan sepanjang terkait 
dengan, jenh; program penanggulangan kemiekinan, 

e. Dalam hal kesiapan anggaran tidak mampu merncnuhi seluruh masyarakat 
miskin hasi! verifikasi. rnaka perlu dila T,;,.1 kan pengurutan. · 

f. Pengurutan �ebagai'mana dimaksud huruf e adaiah proses identiiikasi dan 
penentuan nama-narna masyarakat miskin berdasarkan urutan tingkat 
keniisl<inani:iya yang diai:iibil <lari Indikator-indikator penyebab li:emiskiiian 
sebagaimana yang- tcrcantum dalam PBDT 

(2) Penentuan sasaran. sebagaimana d.imaksud ayat, ll) berasal dari Desil I, PBDT 
(3) .Jika seluruh masyarakat miskin yang tercantum dalarn Desil l PBDT telah 

mendapatkan program penanggulangan kemiskinan maka sasaran selanjutnya 
adalah masyarakat rniskin yang tereantum dalam Desil 2 PBDT 

{4}Jika selun.th masyarakat miskin :yang.tercanturn dahun Desil 1 <lan Desil 2 PBD.T 
telah mendapatkan program penanggulangan kcmiski nan maka sasaran 
selanjutnya adaleh masyarakat miskin yang tercantu ... m dalam Desil 3 PBDT 

(5) Jika seiuruh masyarakat miskin yang tercantum dalarn Desil I, Desi! 2 dan Desil 
3 PBDT telah mendapatkan program penanggulangan kcmiskinan rnaka sasaran 
selanjutnya adalah masyarakat miskin yang tercantum dalam Desil 4 PBDT 

Paragraf2· 
Penyusunan Strategi Penangg.u.Jangan Kemiskin"n 

Pasal 12 

Strategi penanggµlangan kemiskinan di daerah dilakukan dengan � 
a. Mengurangi beban pengeluaran warga miskin; 
b. Menlngkatkan kemarnpuan dan pendapatan warga miskin; 
c. Mensinergikan kehija·kan d&.n program penanggulanga:n kemiskina». 

Par.agraf 3 
Kelompok Program-Penanggulangan. Kemiskinan terdlrl dari : 

Pasai-13- 

(1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk 
melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan 
kualitas hidup warga miskin; 

(2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 
masyarakat, bertujuan m1tuk rnengembangkan potensi dan mernperkuat 
kapasitas kelompok warga miskin untuk terlibat dalam pembanguna:n yang 
didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan rnasyarakat; 

(3) Kelornpok program penanggulangan kerniskinan berbasis pemberdayaan usaha 
ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan 
ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan, kecil; dan 

(4) Kelompok program-program lainnya yang baik secara Iangsuug ataupnrr tidak 
langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonorni dan kesejahteraan masyarakat 
miskin. 

PasaI 14 

(1) Kelompok Program Bantuan Sosiai Berbasis Keiuarg3. sebagaimana di maksud 
dalam Pasal 13 ayat [L] rnerniliki karakteristik kegiatan program yang bersifat 
pemenuhan hak dasar utama individu clan 1un1al1 tanggu miskin. 



(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat ( I] dilakukan dengan kegiatan yang 
meliputi : 
a. Pernberian Beras Gratis; 
b. Pelayanan dasar kesehatan; 
c. Pembebasan biaya pendidikan rnulai dari SD - SMU; 
d. Pengembangan rehab rumah; 
e. Pengembangan sanitasi sehat keluarga; 
f. Layanan adininistraai keperrdudukari darr peneacatan sipil; 
g. Pernbangunan jam ban. 

Pasal 15 

(1} Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 13 ayat, (2), rnempunyai 
karakteristik pendekatan partisiparif berdasarkan kebutuhan. masyarakat. 

(2} Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang 
melipml : 
a. Pen1:berdayaru:1 gizi ibu harni1, balita da:n anak u-sia sekolah; 
b. Pemberian pelatihan usaha kelompok; 
e; Pengembangan fasifitas air bersih; 
d, Pengembangan sarana prasarana pemukiman. 

Pasal 16 

(1) Kelompok program penangguiangan kerniskinan berbasis pemberdayaan usaha 
mikro dan, kecil sebagaimana dimaksud dalam, Pasal, 1..3 ayaL (3)mempunyai 
karakteristik rnemberikan bantuan modai atau jaembiayaan dalam skala rnikro, 
memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, meningkatkan 
keterampilan dan manajernen. 

(2}Bantuan. modal usah.a sebagimana dimaksud pada ayat (l} diberikan dalam 
bentuk : 
a. Barrtuan pinj:aman modal; 
b. Bantuan sarana prasarana usaha: 
c. Pengembang.an saluran kemitraan swasta dan perbankan; 
d, Banfiian pelatihan kelerarnpilan usaha; dan 
e. Bantuan sertifikasi lahan sebagai dasar agunan. 

(3'); Pemerintah daerah memprioristaskan pembcrian bantuan modal usaha bagi 
warga miskin yang telah mengikuti p.elatihan keterampilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d. 

Pasai 17 

fl) Program penanggulangan kemiskinan lainnya rnerupakan program sektoral yang 
ditujukan untuk mendukung percepatan program penanggulangan kemiskinan. 

{2) Program sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan c:kng::in kegiazan 
rneliptrti : 
a. Pengembangan Iasilitas kelistrikan dan energi 
b. Bantuan peternakan, perkehunan, kehutanan clan usaha pertanian. 
c. Pengembangan usaha perikanan. 

Bagian Kcetiga 
Pelaksanaan 

Pasal 1.8 

(1) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara terpadu dan 
berkelanjutan dengan rnempertimbangkan .kemampuan sumberdaya pernerintah 
daerah dan kebutuhan warga miskin. 



(2} Pelaksanakan penanggulangan kerniskinan dilaksanakan oleh SKPD yang 
mempunyai kewenangan mclaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program 
sebagairnana dimaksud dalam pasal 13. 

(31 SKPb sebagaimana dirnaksud pada aya t (2) menyusun daftar kegiatan yang 
akan menjadi bagian program penanggulangan kemiskinan berdasarkan arahan 
Bupati dalam penentuan. penerima m"anfaat program · 

�"ia:n Keempat 
Pembaharuan Data 

Pasa.119 

(1) Data PBDT diperbaharui minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahun. 
{2) Pembaharuan data dilakukan dengan melibatkan Badan Pusat S.t.atistik 

Kabupaten Sidenreng Rappang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, 
Pekerja Sosial Masyarakat, kepala besa, Lurah dan Camat 

i3} Pembaharuan data dilakukan dengan tujuan untuk mendapaikan data dan 
infoi:-masi mengenai kondisi terkini m-asyar�at miskin berdasarkan indikator 
penyebab kemiskinannya mencakup antara lain kondisi rumah, jenis pekerjaan, 
jenis program barrtuan, jumlah anggota rumah tangga, status perkawinan, dan 
lain lain yang dianggap perlu. 

(4) Terhadap masyarakat yang dianggap miskin dan tidak terdaftar dalam PBDT), 
<lapat diinveni:arisasi clan diverifikasi berdasarkan mekanisme -dan indikator 
kerniskinan yang ditentukan oleh pcrnerintah daerah. 

(5) Masyarakat rniskin yang telah dilnveurarisasi. dan diverifikasi, sebagaimana 
dimaksud ayat (4i direkap dan dibuatkan.daftar tersendiri, 

Bagi.an K,eempat 
Pengawasan., Pe-ngeudalian dan Evaluasi 

Pasal20 

(1) Da1am rangka pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
penanggulangan .kemiskinan, TKPK Kabupaten Sidenreng Rappang membangun 
sistem informasi pengendalian dan evaluasi terpadu. 

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} merekam data penerima, 
jenis dan bentuk program yang diberikan, dan perkembangan dampak program 
terha.<lap penerima rnenfaat program dari wakn» kewaktu. 

(3) Pengembangan lebih lanjut sistem informasi yang bersifat transparansi 
disesuaikan" dengan kemarnpuan dan kebutuhan pelayanan terhadap 
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, 

BABV 
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKlNAN 

Pasal 21 

(1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan dibentuk 
:rKPK Knbupaten _ Sidcnre?g Rappang yang berkedudukan. dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati. 

(2) TKPK Kabupaten Sidenreng Rappang bertugas melakukan koordinasi 
penanggulangan kemiskinan di dacrah sekaligus mengendalikan pelaksanaan 
k�b�iakan dan program penanggulangan kemiskinan sesual kegiatan Tim 
Nasional. 



(3) Keanggotaan TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrdiri dari unsur 
Pemerintah Daerah, DPRD, Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pemangku 
Keperrtingan Lainnya dalam Penanggulangan Kemiakinan. 

Pasal 22 

(1) Ketua TKPK Kabupaten Sidcnreng Rappang adalah Wakil Bupati yang 
ditetapkan oleh, Bupati 

(2) Sekretaris TKPK Kobupa.ten Sidcnreng Rappang adalah kepala SK.PD yang 
merniliki rugas dan fungsi di bidang perencanaan yang ditetapkan oleh Bupati 

(3) Penetapan tugas, susunan keanggotaan, dan pendanaan TKPK Kabupaten 
Sidenreng Rappang ditetapkan dengan Keputusan Bupali sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 
PEMBIAYAAlf 

Pasal 23 

(1) Pembiayaan kegiatan pcnanggulangan kemiskinan bersumber dari Angga.ran 
Pcrnerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perncrintah Daerah dan / atau Sumber 
Dana Lainnya yang sah dan tidak mengikat, 

{2} Besarnya dana pembiayaan untu.k kcgiatan penanggulangan kemiskinan yang 
bersumber dari pemerintah Daerah ditetapkan scsuai dengan kernampuan 
Keuangan Dacrah. 

Pasal 24 

Semua pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten 
Sidenreng Rappang dibebankari pada Anggaran, Pendapatan, dan Bclanja naerah, 

BAB VII 
PERAN SERTA PEMERJNTAH DESA, MASYARAKAT DAN 

PELAKU USAHA 

Bagian Kesatu 
Pe:Fall Serta Pemerintah Desa 

Pasal 25 

(1) Pemerintah Dcsa diberikan kcscmpatan seluas-luasnya untuk berpcran aktil 
dalam penanggulangan kemiskinan yang berintegrasi pad.a tahap perencanaan, 
pelaksanaan, pembaharuan data, pengawasan dan evaluasi serta pemeliharaan 
hasil-hasil 

(2} Penanggulangan kerniskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah 0<$� hnrus 
menyesuaikan dengan strategi penanggulangan ke.rnis�a.'1 daerah. 

Bagian Kedua 
Peran Serta Masyuakat clan Pela1m Usaha 

Pasal 26 

(1) Masyarakat clan Pclaku Usaha diberikan kesernpatan scluas-luasnya untuk 
berperan aktif dalam. penanggulangan, kemiskinan pad.a tahap perencanaan, 
pelaksanaan, pcngawasan dan / at.au evaluasi. 



(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perorangan, Keluarga, 
Kelompok, Organisasi Sosial, Yayasan, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah, 
Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Organisasi 
Kemasyara katan Lainnya. 

(3) Masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan serta dalam penyediaan dana, 
barang I atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai wujud 
tanggungjawab sosial. 

(4) Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh 
masyarakat dan pelaku usaha menyesuaikan dengan strategi Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah. 

(5) Program-program penanggulangan kerniskinan yang dilaksanakan oleh 
masyarakat clan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dikoordinasikan kepada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal27 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng 
pada tanggal, I? C,t«,h:;,&..:r 2017 

BUPATI SIDE �G RAPPANG/i,, 

BAPPEDA & UTBAr�G 
KABAG. HUi�UM 

RUSLAN 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng 
Pada tanggal 17 b/<-robi.< 2ot 7 

f(ASAG. ORGtNISASI 
sERI'TA DAERAH KABUPATEN s10ENRENG RAPPANG1'_:A_H_u_N_2_0_1_6 ..... NDM �...,-.1.a� .. JG�. 
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